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Abstrak
 

Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas

persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin

partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun

altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan

komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari

berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang

berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan

pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan lalar belakang rersebut maka penelitian ini diawali

dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam

pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam

pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam

pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan

berpildr sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya

kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas

dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat

melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga,

adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian

partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap

dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis

merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk

mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan unruk mencari rekomendasi alas

solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data

kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakal dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola

Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah

berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi

yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini menoakup Musyawarah

Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga

(RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet

Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik.Kedua adalah mekanisme yang

berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat.

Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun

elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori
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ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme

partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni

citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan

berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh

penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan

Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal.

Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada

derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums,

Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan

derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem

dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah

adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel

paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap

sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni

batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat

mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka

dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua

alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat

terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukmmgan ini dapat dilakukan dengan

menycdiakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk

berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan

melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui

pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan

penyelenggara daerah  terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal

dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan

implementasi kebijakan daerah.

<hr>

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of

complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support

public participation, the lack of local organization?s capacity, and lack of the public awareness to

participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research.

Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of

public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to

that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local

govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model

for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public

participation in local government? The using of system thinking in this research based on several reasons.

First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research

would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to

anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is

selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which

prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide



solution of the complex problem. Third, Coyle?s Analysis of system dynamic describing the system through

both qualitative and quantitative data. The progress of public participation in local govemment in era of

refonn is in S-curve type. There .are extended mechanism of public participation, which are divided into two

types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of

development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting,

neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment

Institution (Lembaga Pemberdayaan lvlasyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Altemative

mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These

mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration. Effectiveness of public

participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder

of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could

influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process-

This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization?s

activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in

ladder of empowerment theory. Citizen?s hope for better degree of participation in the top ladder proves that

prescriptive suggestion in the ladder ofempowerment comes true. System dynamic analysis indicated that

the leverage of public participation in local government is local elite?s role. It means that local elite?s role is

the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation

system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded

that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the

altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the

leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it?s support for public

participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing

regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central

govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local

elite?s role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation

increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing

regulation for transparency in public policy process.


